BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG PADA
GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA BABADAN LOR, KECAMATAN

BALEREJO KABUPATEN MADIUN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

A. Analisis Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani di Desa
Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Pembahasan masalah pemberdayaan ekonomi umat sering di lakukan
oleh pemerintah maupun organisasi yang di kategorikan sebagai lembaga
swadaya masyarakat maupun lembaga gerakan keagamaan, salah satu yang
ada di Desa Babatan Lor adalah gabungan kelompok tani (gapoktan) yang
memberikan layanan utang piutang bagi warga desa yang membutuhkan,
namun untuk memahami dan mengetahui apakah usaha utang piutang pada
gapoktan Desa Babadan Lor sudah sesuai dengan hukum Islam atau
sebaliknya, justru bertentangan, maka akan dilakukan analisa pada bab IV
ini.

Dalam bab ini, peneliti melakukan analisis hukum Islam terkait gard
yang ada pada gabungan kelompok tani di Desa Babatan Lor Kecamatan
Balerejo Kabupaten Madiun, analisis dilakukan pada beberapa hal, antara

lain:
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a. Tujuan gard

Dalam gabungan kelompok tani yang ada di Desa Balerejo, tujuan
dari pemberian dana gard adalah untuk membantu para anggotanya yang
memerlukan dana cepat, yaitu dana untuk anggota yang memerlukan dana
untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya tambah modal usaha dan lain
sebagainya. Dalam hukum Islam tujuan gard adalah untuk memberi
pinjaman tanpa imbalan, karena jika terdapat imbalan, imbalan atau
lebihan yang disepakati, termasuk dalam riba yang diharamkan oleh

syariat Islam, seperti dalam hadist.
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Artinya: dari Malik r.a dia berkata: pernah disampaikan orang
kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada
Abdullah Bin Ummar supaya melebihi jumlah yang telah aku
utangkan kepada seseorang dan telah aku syaratkan atasnya,
lalu orang itu berkata : sesungguhnya aku telah mengutangkan
kepadanya, maka Abdullah Bin Ummar berkata, “yang
demikian itu adalah riba”

Dalam hadis tersebut dijelaskan, bahwa wutang/ gard boleh
memberikan tambahan lebih bagi peminjam atas keinginan sendiri, tetapi
kalau diakadkan lebih dahulu oleh orang yang mengutangkan, lebihan itu
menjadi riba dan itu dilarang oleh agama.

Sedangkan dalam aplikasinya di koprasi Gabungan Kelompok Tani,

pinjaman gard cara pengembaliannya yakni menambah jumlah nominal
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diawal akad, sebagai keuntungan di gapoktan karena telah memberikan
pinjaman. Hal ini sudah berbeda dengan tujuan gard dalam hukum Islam.
Selain itu tujuan gard juga tidak boleh semata untuk kepentingan
komersialisasi karena bisa dijadikan sarana untuk memperbanyak
keutungan semata.

Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya
diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali
yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi

dan riba.

b. Shighot

Shighot yaitu ijab dan qabul. Sebagian ulama Syafi’iyah
berpendapat, jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman,
“berikanlah saya utang sekian”. Lalu dia meminjaminya; atau peminjam
mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu ia mengirim
sebuah harta kepadanya, maka akad gard tersebut sah. Menurut Al-
Adzrai, ijma ulama sepakat sistem tersebut sah dilakukan.®

Dalam prakteknya pada gapoktan. Antara pihak gapoktan dan
nasabah (anggota) sama-sama sepakat memberi pinjaman dan menerima
pinjaman. Hal itu terlihat ketika pihak gapoktan memberikan pinjaman
kepada anggotanya, sedangkan dari pihak anggota menerima pinjaman

tersebut dengan perjanjian akan sanggup mengembalikan dikemudian hari

%3 Zuhaili Wahdah, A/-Fighu Asyafi’l Al-Muyassar; (Jakarta Timur : Darul Fikr ). 20
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ditambah dengan laba yang telah ditentukan diawal akad, yang telah
tercantum diawal akad.

Tetapi ada yang bertentangan dalam shigat pelaksanaan gard di
Desa Babatan Lor yaitu ketika peminjam meminjam uang sebesar Rp.
100.000.00 pengelola hanya memberi pinjaman sebesar Rp. 95.000.00, ini
tidak sesuai dengan shighat yang ada, pada dasarnya jika peminjam
meminjam sebesar Rp. 100.000 maka uang yang seharusnya diberikan

juga Rp. 100.000.

B.  Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Utang Piutang Pada Gabungan
Kelompok Tani di Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten
Madiun Untuk Kepentingan Sosial.

Diantara karunia Allah yang di berikan kepada hambanya adalah
berupa harta dengan harta seorang hamba di harapkan mampu untuk
menggunakannya sebagai sarana untuk beribadah, dan adanya semangat
untuk menjadikan harta tersebut untuk di belanjakan di jalan yang di
benarkan syari'at. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan saling
membantu sesama yang membutuhkan, dalam hal ini memberi utang bagi
yang membutuhkan pinjaman uang yaitu gard, akan tetapi tidak boleh
memberi pinjaman yang bisa memberatkan peminjam dikarenakan

dibebani syarat ketika meminjam.
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Jika berkaca pada lingkungan perbankan syari’ah, gard bukan
sebagai transaksi komersial, maka pada praktiknya tidak boleh
mengambil keuntungan baik tambahan atau manfaat apapun bentuknya
kecuali hanya untuk biaya administrasi. Pada saat pelunasan pun tidak
boleh ada kelebihan yang disepakati meski tujuannya demi kepentingan
sosial, ini dikarenakan kelebihan yang disepekati dari pengembalian utang
adalah termasuk riba.

Untuk biaya administrasi yang dikenakan pada peminjam,
memang diperbolehkan, sebagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang gard yang memperbolehkan bagi
pemberi pinjaman agar membebankan biaya administrasi kepada nasabah.
Nasabah dalam hal ini adalah peminjam. Akan tetapi, dalam penetapan
besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian gard, tidak
boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana gardyang
diberikan.** Sebagaimana contoh ketika peminjam meminjam uang
sejumlah Rp.50.000.00 maka peminjam harus memberi dana gard
sejumlah Rp.50.000.00 pula, tidak boleh meberi hanya Rp. 45.000.00
dengan dalih yang RP.5.000.00 masuk sebagai dana administrasi. Jika
mengharuskan adanya administrasi yang harus dibayarkan oleh peminjam,
jumlah tersebut dihitung sendiri, tidak termasuk nominal yang diminta

peminjam. Peminjam utuh menerima jumlah dana gard sejumlah

* Dewan Syariah Nasional MUI , Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; (Erlangga 2014)., 132
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Rp.50.000.00 tanpa tergolong biaya administrasi. Demikian yang
dimaksud dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
semakin memperkuat bahwa biaya administrasi yang dikeleuarkan tidak
boleh jadi satu dalam perhitungan presentasi dari jumlah uang yang
dipinjam, ketika peminjam membutuhkan uatang sebesar Rp. 100.000.00
maka pemberi pinjaman juga harus memberi dana gard sebesar
Rp.100.000.00 pula, hitungan administrasi diluar jumlah Rp. 100.000
tersebut. Sedangkan yang terjadi dalam praktek gard di Desa Babatan
Lor, jumlah administrasi menjadi satu dalam hitungan uang yang

dipinjam, maka praktek gard di desa ini sudah tidak sesuai.

Lebihan dana yang yang harus dibayarkan ketika jatuh tempo,
yang diterapkan pada gapoktan difungsikan sebagai dana sosial, seperti
pembangunan parit, pembangunan jalan, membantu ketika ada warga
yang sakit, yang pada hakikatnya lebihan tersebut masuk dalam ssistem
riba, karena lebihan yang disepakati di depan ketika transaksi utang-
piutang, ini yang dilarang dalam sistem muamalah, sehingga transaksi
dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung unsur riba, unsur yang

dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam.

Dari berbagai macam pertimbangan dan analisis, maka praktek
gard di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

bertentangan dengan hukum Islam, karena sistem pelaksanaannya yang
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tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah, serta banyak yang bertentangan
dengan syariat Islam. Di dalam prakteknya juga terjasi sistem riba yang
diharamkan dalam al-Quran dan Hadits, terdapat juga sistem administrasi
yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN), karena
hitungan administrasi yang dibayarkan, termasuk dalam presentase
jumlah vang yang diutang, kemudian shigotnya juga tidak sesuai, karena
antara uang yang dipinjam dengan uang yang diberikan si pemberi

pinjaman kepada peminjam tidak sesuai jumlahnya.

Jika memang dibutuhkan usaha dalam hal keuangan, yang hendak
difungsikan untuk kepentingan sosial, maka dapat dilakukan dengan
membuka sarana usaha lain, bukan mengatasnamakan utang piutang
(gard), akad dalam utang-piutang termasuk dalam akad zabarru’. Oleh
sebab itu tidak untuk tujuan mencari keuntungan, atau komersialisasi.
Termasuk harus memperhatikan orientasi akhirat, agar tidak terjebak
pada materi dunia. Sehingga meski dengan tujuan kepentingan sosial, cara
tersebut tetap tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Menghasilkan uang
dari jalan yang tidak benar, dengan alasan untu kepentingan sosial tidak
pernah dibenarkan. Terlebih jika di dalamnya menyebabkan terjadinya
riba’, pembodohan, pembohongan ataau manipulasi, justru semakin jauh

dari tujuan, aturan, serta akad utang-piutang yang disyari’atkan Islam.



